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Mengingat . : 1.

o

bahwa den_gah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tchun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. maka Pa rattiran
Paerah Namor 2 Tahun 2004 tentang Pajsk Reklame sudah ud:m

- sesual lagi;

bah\.‘Vq berdasarkan pertimbangan seoagarmona dimaksud daiam

“huruf a, periu membentuk P'._r=* ran Daprah tentang Psajak
- Reklame; o ' '

' indang-Undang Nomor G Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor-49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indenesia’ Nomor 3262) setagaimana telah beberapa kaii diubah
~ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lerbaran.
-Negara Republik Indonesia Tahun 20067 Momor 85, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;

~ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1897 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (l.embaran Negara Repubiik Indcnesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembzran Neqara Republik ‘Indonesia
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengar‘s Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara “Republik !rdonesia
Tahun 2C0C Nomor 129, Tambahan Lembaran I\egara Republik
Indonesia Nomor 3937);

Undang—.Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 42886);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanyg Perbéndaharaan
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tarmbahan t embarau: Negara Republik indonesia Nomor 4355); -

6. .Undang-Undang Necmor 18 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan -
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Megara {Lembaran -
Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
| ernbaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan .

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan iembaran Negara Republik indonesia Nomor

- -4437),- sebagaimana telan beperana kali diubah terakhir dengan

“Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (_l?o_a_mbf_aiénf Negara
‘Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor- 59, Tambahan Lembaran -
~ Negara Republik Indonesia Nomor 4944); e 2

g Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
" Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan* Pemieriniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tombahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 4438),

9, -Un#ang-Undang Ncmor 23 Tahun 2007 tentang Pemeriniahan
- Provinsi Daerah Khusus loukota Jakaita. Sebagal Ibukota Negara

" Kesatuan | Republik Indonesia - (cembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2007_Nomor 93, Tambaharn Lembaran. Negara

S Rehublik Indonesia Nomor 4744); == .

'10. Undang-Undang Nomer 22 Tahuii2009-tentang Lalu Lintas dan-
' Angkutan Jatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
‘Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia- Nomor- -
5025); - e

il. Undang-Undang Nom
dan Relribusi Daeran (Lembaran Negar
2009 Nomor 130, Tambzhan Lembaran
Nomor 5043); , . = g _
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2C11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undz..gan “(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomoer 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

or 28 Tahun .2009 téntang- Pajak Daerah
a Republik indonesia Tanun
Negara Republik Indonesia




13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Inaonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4043);

Deraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara

‘Lelang Delam Rangka -Panagihan ‘Pajak dengan Surat Paksa

" “{Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2000 Nomor 2438,

[T
]
.

Tambahan Lembaran Negara. Rs-p"biik Indcnesia Nomor 4050j;

- Peraturan Pemerintah - Nommor 137 -Tahun ?DCG tentang Tempat

~ dan Tata Cara Penya'lderaan 'Rehabilitasi Nama Baik Penanggung

" Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Daiam Rangka Penagihan Pajak

3 Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun

g

17:

2000 Nomor 249, Tambahan Lﬂmbararx Negara Republlk lndon95|a
Nomor 4051); )

_ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaor: :
- Keuangan Daerah (Lembaran Nec:a“a Rapublik. Indcnesia Tahun.

2705 Nomor 140, Tambahan Lembarar .f\af-gara Republ:k Ii?dOﬂF-Sla

. Nomor 4578); Ny .
Peraturan Ppmennf h N rn_or.__'l'g Iahun"ZOOS"tenia'ng_ Pedo’»man’

' Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pem=rintahan

18:

" Daerzh, (Lembaran Negara Republik Indonesfa Tahun 2005 Nomas
: ‘:85:"Tamba'nan* Lembaran Negara Repub.’ik Indonesia Nomor
‘ 4593); : - £

Peraturan -Menteri Da[am Neyeri NO"’IOF 13 Tahm 2006 ;en‘ang

;_Pedoman Pengelc.aan Keuangan Daerah sebagalmana telah
" diubah dengan Peraturan Mer‘ten Dalam Negﬁq Ncmor 2‘! Tc.hm

- 2011,

15

'Peraturaﬂ Daerah Nomor 5 Tahun 2007 t"n*ang DCKQk“pOkOi\

pangelolaan Keuangan Daersh {Lembaran Daerzh Provinsi Daerah

. Khusus ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomer 5j; L

. Peraturan Daerah Nomor 10 ‘Tahun 2008 uan* ng Orgam

Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusp,
7

Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10); o

_ peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum

Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota

Pajak Daerah (Lembaran
Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3};




Menetapkan
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSLS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

 PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

- BABI-

e » 3 . Pasall.

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Daeran adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaita.
Pémarintah Daerah adalah Gubernur dan _Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelengaara pemerintahan Daerah. - .
Gubemur adaiah Kepala Daerah ProvinsiDae{rah_Khusus lbukota
Jakarla, - - s e e e

Dewan Penvakilan Ralkyat Daerah, yang seiénjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Forwakilan Rakyat Daefah Provinsi Daerah

= -KHusus !bukota Jakaita. - - - oo ¢

Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi

- Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan:

- ‘Pajak Provinsi Daerah Khustis Ibukota Jakarta.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi .
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

‘yang bersifat memaksa herdasarkan Undang-Undang. dengan tidak

mendapatkan imbaian secara langsung dan digunakan untuk
keperiuan Daerah bagi sebesar-besainya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumptilan orang danfatau modal yang merupakan

" kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun- yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseican
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha mlilk negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa Pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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3

14,

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial
memperkenalkan, menga.iurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik perhatan umum terhadap barang, jasa, orang, atau
badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, d.rasanan dan/atau
dinikmati oleh -umum.

Reklame papan/bilibcard adalah reklame yang te rbuat dari papan
kayu, calli brete, vinyie termasuk seng aiau bahan lain yang

- ©sejenis dipasang atau digantungkan atau dIPBSarIQ pada -

bangunan halaman, di atas bangunan.

Reklame megatron/idzotron/large  electrenic dlsplay (LED)
- adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa
program reklame atau ‘ikian bersinar dengan gambar dan atau
tulisan berwarna ‘'yang dapat berubah-ubah terprogram dan
difungsikan dgengan fenaga listrik.

"Reklame kain adalah reklame yang d:selenggarakan dengan
menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastrk ‘karet atau
bahan i rafn yang sejenis denganitu. . - . . e
Reklame melekat (snl\er} adalah reklame vyang - berbentuk

~lembaran lepas, diselenggarakan -dengan .cara disebarkan,

. :diberikan ataur ~dapat diminta untuk- dqupeIKan dllekatl\an,

48

dlpasang, digantu ngkﬂr Hada suaiu benda dﬂngan ketentuan
iuasnya tidak lebih dari ./.00 e’ (dua ratus centimetér pers=gi)
per lambar. ' - '

Reklame seiebaran adalah rekia me yang berbentuk lembaran
lepnas, dlse!enggarakan dengan cara disebarkan, dibetikan atau

_ dapat diminta dengan ketentuan tidak .. untuk dntempp'kan

16

17.

18,

16.

diiekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda Iain
‘Reklamie berjalan/kendaraan adalah- reklame yang dttempalkan '
atau dutempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan
mempergunakan kendaraan atau aengan cara dibawa oleh orang.
Reklame udara adalaiv rekiame yang diselenggarakan di udara
dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau z!at lain
vang sejenis.

Reklame suara adalah reklams yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau,dengan suara’ yancx
ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dergan
cara menggunakan kllse berupa kaca atau film, atau bahan-bahan
yang c<ejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau
dipancarkan pada layar atau benda lain di-dalam ruangan.



= (1)_

20.

21.

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan
cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai
suara. b 2

Reklame apung adalah adalah reklame yang diselenggarakan

£l dengan cara terapung dipermukaan air.

@

BAB il
1‘ NAMA PAJAK

" pasal2 M-

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak’ atas semua
~ penyelenggaraan reklame. s
‘Untuk ketentuan formal dalam pelacsanaan pernungutan Pajak

" Reklame dilakukan herdasarkan Peraturan-Daerah Nomor € Tahun - -

] 301‘0-§gnté_ng Ketentuan Umum Pajak Daerah.
| | ~ BABII -
" OBYEK; SUBJEX DAN WAJIB PAJAK
Bagian Kesatu '
Objek Pajak -

: D - .. | §: .5 R
Obiek Pajak Reklame sdalah semua penyelenggaraas: reklame. -
" Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a.. rekiame papanlbéliboard:‘videotroni megaticn dan sejenisnya;
b, reklame kain; ‘
reklame melekat, stiker;
reklame selebaran;
reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; T
rekiame udara; - ?
reklame apung,
reklame suara,
reklame film/slide; dan
j. reklame peragaan.

e ™o a0



(3) Tidak fermasuk sebagai objek Pajak Reklarne adaiah :

da.

reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah; . -

penyeienggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulariai, dan sejenisnya;

label/merek produk vang melekat pada - barang yahg =~

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenlo lainnya; ‘ -

‘nama pengenal usaha atau profesi yang d.pasanc melekat

pada bangunan tempat usaha 2tau profesi diselenggarakan
sesual dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal

usaha atau profesi tersebut yang luasnya, ti tigak melebihi 1 m2

(satu mneter persegi), ketinggian maksimum-15 (lima belas) -

meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebity dari 1

_(salu) buah;

penyeienggaraaan reklamﬂ yang semota mata memuat r\arm
tempat ibadah dan tempat panti asuhan;

penyelenggaraan reklame vyang eemata -mata  mengenai -
pemilikan oc.nlauau De'untuPan tanah, denqan ‘ketentuan
luasnya tidak melebihi 4 2 (satu meter perseqgi) dan
diselenggarakan .di atas tanah tersebut ‘kecuali- reklame’

-oroduk;

diselenggarakan oleh perwakifan- diplomatik,  penvakilan

konsulai, perwakilan PBE serta badan-badan khususnya

badan-badan . atau lembaga organisasi intérnasionai pada _-
Iokasi badan-badan dimaksud. .-

Bagian Kedua
Subjek Pajak

Pasal 4 P

Subjek Pajak Reklame adatah orang pnbadl atau badan yang
menggunakan reklame.



Bagian Ketiga
Wcjib Pajak

Pasal 5
(1) Wajib Pajak Rexiame adalak orang pribadi atau badan yang
' mnnyelengmraxan teklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh
_orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Rekiame: adalah orang
pribadi atau badan tersehut.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pzhak
- ketiga tersebut menjad Wajib Pajak Reklame.- !

BABIV. )
'DASAR PENGENAAN, TARIF, -~ —+ - -
CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNL,LJT/\N
‘Bagian Kesatu =~ _ R
Dasar Pengenaan Paiak = ;

Pasal 6 . RS
(‘i) _Dasar Pengcnaan Pajak Réklal‘ne-adaléh Nilai Seiwa- P.ek!ame -
(NSR). - ' o
7'(2) NSR sebdgalmana dlmaksud pada dya* (1) dletur seboqai
berikut :
a. reklame yang diselenggarakan oleh pi‘nak ketiéa, ,NSR,
dltetapkan berdasarkan Nilai kontrak reklame j
b. reklame yang d.selenggardkan Qel.alrl NSR dthttung dc.-ngan
memperhatikan fakior-faktor :

-

jenis;
2. bahan yang digunakan;,

Iclkasi penempatan;

waktu;

jangka waktu pen‘yerivenggaraan;

jumlah, dan

N o o oa

uvkuran media reklame.



)

(4)

._ yang diriinci sebagai berikut :

" media reklamz yangq térpasang,

- ®)
3

(@)

(1)

, ()

| =

C.  Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana cimaksud
pada huruf b.

Jenis- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1

adalah jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

2).

Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b-angka 3, adalah lokasi peletakan re{(lame menurut kelas jalan

a. Protokel A;
b. Protokel B; . .

‘c.  Protokol C:

Ekonomi Kelas I;
Ekonomi Kelas I;

: Ekongmi' Kelas iil; 77
'Li_ng‘kungan. "

o

(5) Waktu adalzh wakty -penyelerggaraan yang dihitung dalam;

satuan detik. "
Jangka waktu penyelenggaraan sevagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b angka 5-adalgh jangkg wakiu gebagaimana -

ditetapkan'pada ayat (5). =~ =

Jumlah adaizsh panyaknya kyapfitas ;ek;ame ya.‘ig“te}pésangf

dalam satiar: lsmbar; . :
Ukuran media rekiame sebagslmana dimaksud Pada ayat (2)
huryf b angka 7 adalah ukuran ‘dalam satuan '”aé_{fﬁ" atau ecm?

Pasaj 7
Lckas! papempatan Raklame mg:‘.yrut Kajas lalan pepagalmang
.gimaksud dalam Pasal 6 ayaf (4), dihitung berdagarkan satyan
Ruplah, =~ o "
geéprap pila] Kelas Jalan sebegaimang djmaksud pada ayal (1),

ditetapkan dalam label Hasil Perhitungan Nii Spwa Rekiams
sebagalberkut. <




i

(3) ' Untuk enis reklame iainﬁya:
a.

- - |

untuk jenis reklame Papan / Bfllboaﬁd / VIdéotron/LED dan
sejenisnya, sebagai berikut :

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)
Jenis Reklame Ukuran Media - - Basaran
RS B f:;a;'tan Reklame/Luas ;‘;’;ﬁ;a « |f, 2 il %N
e Rekiama (m?) - { - #0yelenggeraan Jalan (Rp)

Protokol A- 1m? 1 buzh 1 hari 25.000

Protokol 8 1m? 1 buah 1 hari 20.000

Protokol G 1 m? - 1buah 1 hari 15.000

Ekonomi Tm? 1 buah 1 hari 10.000

Papan/Billboard/ | Kelas | . )
WdEOU'CFVLED E I 2 1 buah . B
dan Selenlsnya KEET:? b Ll 5.900

Exohoml _ 1m? 1buah 1 hasi 3.000

hGIEEN]

“Ingkungan im? 1 buah 1 hari 2.000
untuk jenis reklame Kain berupa Umbul-umbul, Gpanduk dan
sejenlisnya, ditetapkan sebagai berikut : :

T HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)
e i T ' e T
Jenis Reklame e & Uivran Me'ojia Jumish _ 1oka Waite Beszian Nital
Lokas_i. 2nempatan ?!ifl:r:’n:‘%rﬁ { ReMsura ’Pf_:-"!;eicngga.:aap _K:l?;;la!zn )
Protokol A 1m? 1buah | . 1han - 25000 |-
Reklame _| Prctokai® . 1 m? ibuah T o 20,000 |
Kain terupa — ; - T
{ S | Proiokol ¢ Tm | buan Tnad- | 15000
- umbul, | Exoriomi Kelas I 1 m Yhuah | o span - 10.000
-8pandux  —— 1 buah
dan Ekenomi Kelas I im? 1 hari 5.000
sclenisnya | Exonomi Kelas Ill | 1 m? leiadl BEET™ R 3.000
Lingkungan | 1w thush” | T4 nad--- 2.000

Rekiame melekat (stiker)
Rprﬁ,O{Ucm’ {ima rupiah per centimeter persegi‘,\'(seku:ang-
kuranghya Rp £00.000,00 {tima ratus ribu rupian) setiap ka'i
penyelenggaraan.

Reklame selebaran : .

Rp 500,00/lembar (lima ratus, rupian) per lembar,,_se_l_curang-
kurangnya Rp 5.0600.000,00 (lima jute gupiah) setiap kali
penyelenggaraan. : S
Reklame berjalan/kendaraan :

Rp 5.000,00/m?*hari (lima ribu rupiah) per meter perseqi per

hari.




RGE

~(lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen)

)

: _’

(7)
(8)

- (9)

d. Reklame udara : : . :
Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sekali peragaar, paling
lama satu bulan.

e. Reklame Apung :

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu’ rupiah) sekali peragaan,
" paling lama satu bulan, ' ;

f.  Reklame suara : : : , -

Rp 2.000,60/15 detik (dua ribu rupiah) per lima belas datik

e ~bagian waktu yang kurang dari 15 (iima belag) detik dihitung

-menjadi 15 (lima beias) detik. . .
9.~ Reklame film/slide : -

. Rp 10.000,00/15 detik (sepuluh fibu rupiah)’ per lima belas
detik, bagian waktu yang kurang dari 15 (ima balas) detik

“dihitung menjadi 15 (lima belas) detik.

- ~h: Reklame peragoan :

Rp_ 400.000,00 (empat ratus ribu r:lpiah} pei setiap -

T penyzlenggaraan.

MSR untuk penyelenjgaraan reklame di dalam ryangan {indoecr}
dihitung dan ditetapkan sebssar 50% (lima puluh persen) dari .
NSR sebagai:nana dimaksud dalam Pasai 6 ayat (2). . -
NSR ~untuk ‘penyelenggaraan Arékiafnéﬂ[;}m& dan minuman
_beralkohol dikenakan fém_bahan'j.’j_%;(,r_j_ua' puluh: iima persenj -
dari"Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dan ayat (3). Fae
NSR untuk sefiap” penambahan ketinggian sampai dengan” 15

dari Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud. pada ayat -
(2) dan ayat {3). o
Penzmbahan NSR sebagaimana dimakstd pada ayat (5)
dikenakan mulai dari Ketinggian di ataé 15 m (lima belas meter)
yang pertama.

‘Penetapan Nama-nama jalan pada masing-masing kelas jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S'ayat (4) “ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur: 7 :
Hasil perhitungan NSR szbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dapat disesuaikan atau dievaluasi setiap 2 (dua)
tahun sekali atau lebih dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kedua.
Tarif Pajak
. Pasal 8
Tarif Fajak Reklame ditetapkar sebesar 25% (dua _pu;‘uh lima persen).

Bagian Ketiga
Cara Penghitungan Pajak

. Pasals . .,
(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dm:tung dengan
. cara_mengalikan - tarif bebagalmana dimaksud dalarn Fasal 8
dengan dasar pengenaan pajak bagalmana dimaksud dalam -
_Pasalg, ’ - - -

(2) Hasil perhitungan” NSR sebagaimana dlmaksud dalam z—’asal

dltetapkdn uengmn Peraturan Gubnrnur o

Baolan heempat , & & b
)NllayanPenunoutan S - -

Pasal 10 . ' g

Pa}ak Rnklame yang terutang dlpungut di wilayah daeran tempat
Reklams terbebut dtselenggarakan

T BABV
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK
Bagian Kesalu
Masa Pajak

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanva sama. dengan 1
isatu) bulan takwim. . L
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Bagien Kedua

Saat Terutang Pajak

Pasal 12

Pajak terutang dalam mras,a pajak terjadi pada saat penyeienggaraan

< reklame atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerat (SKPD).

_ BAB VI
- 'KETENTUAN PERALIHAN

o -Pasal 13 _
(1) _Terhadap Pajak Reklame yang terutang dalam:masa pajak yang -~
berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku
ketentuan Peraturan Qaegahguqmor 2 Tahun 2004 ier:tang_ Pajak
Reklame. _ - '

(2) Selama* peraturan pelaksanaan Persturan Dacerah ini belum
dikeluarkan maka.peraturan pelaksanaan vang ada tetap berlaky

_ sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daeran ini. = -

T eABVIE
KETENTUAN P ENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mu'ai berlaku, Peraturan Daerzh
Nomor 2 Tahun 2004 ientang Pejak Reklame {Lembaran Daersh
Propinsi Daerah Khusus jsukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 31),
clecabut dan dinyatakan tidak beriaku.

4.4



Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini denyan penempatannya dalarn Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

i Y ) ~ Ditetapkan di Jakarta
pada ianggal 2, } Desember 2011
S DAERAH KHUSUS

—

Diunr‘arokén di gakarta
pada tanﬂgxl 26 December 2011

0826197601 1001 .
{ EMBARAN DAERAH PROVINS! | DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

“TAHUN 2011 NOMOR 12

B0
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK REKLAME

UMUM

~Selama ini ,pélaksanaan“pemungutan Pajak :Reklame sudah diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 bessiis peraturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Undang-Unidang Nomor 28.Tahun 2009 tentarg Pgjak Daerah

dan Retribusi Daerah, yang berakibat acanya perliasan dajam hal pemunigutan

' objek Paiak Rekiame, perlu dilakukarn penyempurnzan terhadap Peraturan Daerah
- Nemor 2 Tahun 2004 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam Penyusunannya
- dilaku}gaﬂn__bersama—sama c=engan DPRD, sehingga pelaksanaan pe'mungman Pajak.
Daerah, khususnya Pajak Reklame dapat optimal dalam rangka mendukung

benyelenggaraan pemerintahan di Previnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: = -
Berkaitan dengan Kewenangan'l_;epada Daerah daiam menetapkan tarif pajak

daerah adalah dajsm rangka uhtg_k___mgnghindari ditetapkannya tarif- pajak yang

tinagi dan-diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban
kepada masyarakat, dan sefalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
Mmasyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta secara ferus  menerus berupaya meningkatkan Kinerja
pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarzkat, '

Untuk meningkatkan akuntabilitas aias pungutan pajak Daerah maka didalam
Undapg-Undang Norrior 28 Tahun 2009, pada ketentuap JLajak Reklame telah
diamanatkan agar sebagian hasil peneriman pajak diaiokasikan untuk pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah,

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan
kepastian kepada masyarakat dan dunla usaha didalam pelaksznaan Kev/ajiban
perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat uniuk membayar
pajak, khususnya Pajak Reklame semakin meningkat dan bagi aparat pemungut
Pajak bekerja secara profesional yang didasari Pada prinsip taia kelola _

pemerintahan yang bajk.



Substansi materi yang diatur dalam  Peraturan Daerah ini rmengatur
ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar
pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan
mengenai masa najak dan saat terutang pajak.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.
_ Angka 2
Cukup jeias. _ _
Angka 3 _ . : : -
Cukup jelas. ) ' , ;
Angka 4 '
“—An.gkaS L - ‘_ s, e
| Cukup jelas. o
~ Angka 6
~. - Cukup jelas. -~
Angka7 e e e
’ "‘;"ahg dimaksud dengan *tidak ‘mendapatkan imbalan secara langsung”

© 777 77 adalah” bahwa' alas pambayaran Pajak Daeizh tidak dapat diberikan -

“imbalan langsuing secara kontrs Prestasi terhadap crang atau badan, tetapi
diberikan secara kolektif.” ™~ i B e ma s I

- Angka 8 e

Cdkuf;j;léé. _
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 10
Cuk_up _laias.
Angka 11 ' T - F
Cukup jelas. '
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13 '
Cukup Jelas.



Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17-
Cukup jelas.
Angka 18
- Cukup jelas.
Angka 19
Cukup jelas. i
Ahgka 20 | FPE -
Cukup Jelas - - ' ' . L
Angka 21 ’ ' :
Cukup j'elas.
Pasal 2 _
Cukup Jeias. o o _ : R

-~ Pasald - S o ———

Ayat(1) o _ |
Penyelenggaraan reklame atau reklame sudah terSeleégga'ra adalah
secara visual atau teks reklame sudah lerlayang / ierpasang. -

Ayt
Huruv a
Cukup jeias.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “reklame kzin” adalsh reklame berupa kain,
antara lain dalam bentuk umbul-umbul dan spanduk.

(- 4

Huruf c.

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
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Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i i
. . Cukup jelas. S '
5 Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
" Cukup jelas.
E .. Hurufb _
-. ~ Cukup jejas,
Huruf ¢ ‘
C_uku;ﬂ defas.f
Huruf ) _ _ _
Jika keténtuan yang mengatur nama pengenél usaiﬁa atau profesi
‘menetapkan batasan ukuran rakiame, maks sampai dengan _
batasan ukuran reklame yang ditetapkan dalam ketentuan . -
dimaksud dikecuaiikan dari objek Pajak Reklame, ketinggian
maksimum 15 (lima belas) mezer dengan jumlah reklame terpasang -
tidak lebih dari 1 (satu) buan. , - -
- Jika ketentuan yang ‘mengatur nama pengenaj usaha ataﬁ 'profesi

tidak menetapkan batasan ukuran reklame, maka batasan ukuran

reklame yang dikecualikan dari cbjek Fajak Reidame, luasniya tidak
melebihi dari i m? (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15
{ima belas) meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih
dari 1 (satu) buah,
_Ketinggian rekiame dinitung dari permukasn tanah sampai dengan
ambang bawah bidang reklame. . -
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jeias.

Huruf g
Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) -

-, -

Ayat

Ayat {4)

Huruf a

Yang dimaksud aengan “Nilai konirak reklame™ adalah nitaj yang
tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak kstiga
dengan pemesan reklame. - T |

Huruf b

Cukup jelas,
Huruf ¢
- Cukup jelas. -
(3)

Cukup jelas.

_ Cukupjelas. ' L

Ayat (5) - -~

Aygzt_ (6)

Faktor waktu-untuk reklame Suara, Siide/Fiim dan sejenisnya;.

Cukupjelas. -

Ayat (7) .
Fakicr Jumlah uptuk rekiame Selebaran, Melekat, Stiker dan sejenisnya

Ayat (

Pasal 7
Ayat (

8)
Cukup jelas.

1)

Cukup jeias.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7}

- '._Cu-kup jeias.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9) .

Penyesuaian dan evaluasi Ini perly dilakukan den

aspek tata ruang, pertumbuhan reklame, ketertiba
- danestetika kota.

Pasa! 8

gan beitimbangan dar]
N Umum dan arsitektyr
Cukup jeias. :
Pasal 9
Cukup jelzs.
Pasal 10 -
Cukup jelas.
Pasal 11
* Cukup jelas.
Pasal 12

Yang “dimaksud dengan;é“éat kenyelenggaraan reklame” adalah saat visval
- atau teks reklame tertayang/

terpasang,
Paszl 13
Cukup jelas.
Fasal 14
Cukup jelés. -
Pasal %5' .
- Cukup Jelas.

TAMIBAHAN LEMBARAN
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